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ABSTRAK 

 

MEKANISME PENERAPAN PERHITUNGAN PAJAK AIR 

PERMUKAAN BAGI KALANGAN INDUSTRI DI KOTA SAWAHLUNTO 

 

OLEH 

 

ANNISA MANZILUL RAHMAH 

02070626904 

 

Pajak Air Permukaan merupakan salah satu sumber penerimaan bagi negara. 

Penulis melakukan penelitian terhadap perhitungan Pajak air Permukaan pada 

bulan Maret 2023 di Kantor UPTD Pengelolaan Pendapatan Daerah di 

Sawahlunto. Penelitian dilakukan bertujuan untuk megetahui mekanisme 

penerapan perhitungan Pajak Air Permukaan bagi kalangan industri yang ada di 

kota Sawahlunto. Data yang dikumpulkan merupakan jenis data primer yang 

diperoleh penulis melalui wawancara dan menggunakan jenis data sekunder, yang 

diperoleh secara tidak langsung seperti referensi buku, penelitian terdahulu, 

peraturan-peraturan dan lain-lain. Penelitian dilakukan melalui tiga metode yaitu 

wawancara yang dilakukan penulis dengan narasumber di UPTD Pengelolaan 

Pendapatan Daerah di kota sawahlunto, metode observasi yang dilakukaan penulis 

secara langsung dan metode studi pustaka. Perhitungan Pajak Air Permukaan 

didapat dari hasil mengalikan tarif pajak, Nilai Perolehan Air Perolehan (NPAP) 

dan kubikasi.  Tarif pajak air permukaan sebesar 10% (bersifat tetap), sedangkan 

NPAP didapat dari mengali HDAP, FEW, FNAP dan FKPAP. Untuk kubikasi 

didapat dari volume air yang digunakan wajib pajak dengan satuan meter kubik. 

Pengambilan atau pemanfaatan air permukaan akan dikenakan pajak apabia 

digunakan untuk tujuan bisnis dan tidak akan dikenakan apabila untuk keperluan 

rumah tangga. 

 

Kata Kunci : Mekanisme, Perhitungan, Pajak Air Permukaan 
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ABSTRACT 

 

SURFACE WATER TAX CALCULATION MECHANISM FOR INDUSTRIES 

IN THE CITY OF SAWAHLUNTO 

 

BY 

 

ANNISA MANZILUL RAHMAH 

02070626904 

 

Surface water tax is one of the sources of revenue for the state. The author 

conducted research on the calculation of Surface Water Tax in March 2023 at the 

Regional Revenue Management UPTD Office in Sawahlunto. The research was 

conducted to find out the mechanism of application of Surface Water Tax 

calculation for industries in Sawahlunto city. The data collected is a type of 

primary data obtained by the author through interviews and using secondary 

data, which is obtained indirectly such as book references, previous research, 

regulations and others. The research was conducted through three methods, 

namely interviews conducted by the author with resource persons at the UPTD of 

Regional Revenue Management in sawahlunto city, observation method 

conducted by the author directly and literature study method. The calculation of 

surface water tax is obtained from the result of multiplying the tax rate, water 

acquisition value (NPAP) and cubication.  The surface water tax rate is 10% 

(fixed), while NPAP is obtained from multiplying HDAP, FEW, FNAP and 

FKPAP. For cubication, it is obtained from the volume of water used by the 

taxpayer in cubic meters. The collection or utilization of surface water will be 

taxed if it is used for business purposes and will not be charged if it is for 

household purposes. 

 

Keywords : Mechanism, Calculation, Surface Water Tax 
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BAB I 

PENDAHULUAN 

1.1  Latar Belakang 

Pajak merupakan iuran rakyat kepada kas negara berdasarkan undang-

undang (yang dapat dipaksakan) dengan tidak dipungut mendapat jasa 

(kontraprestasi) yang langsung dapat ditujukan dan yang digunakan untuk 

membayar pengeluaran umum. Pajak dipungut berdasarkan kekuatan undang-

undang serta aturan pelaksanaan, sehingga dapat dipaksakan yang 

diperuntukkan bagi pengeluaran pemerintah yang bila dalam pemasukan 

masih terdapat surplus yang dipergunakan untuk membiayai public 

investment. 

Pajak menurut Rochmat Soemitro (mardiasmo, 2019) adalah iuran 

rakyat kepada kepada kas negara berdasarkan Undang-undang yang dapat 

dipaksakan dengan tidak mendapatkan jasa timbal (kontraprestasi) yang 

langsung dapat ditunjukkan dan yang digunakan untuk membayar 

pengeluaran umum. Jasa timbal yang didapat akan dirasakan dalam jangka 

beberapa tahun kemudian, tetapi ada juga jasa timbal tersebut didapat secara 

langsung. 

Pemanfaatan sumber daya alam juga potensi-potensi ekonomi ditiap 

daerah akan memberikan kontribusi pemasukan pendapatan daerah yang 

besar sehingga dapat digunakan untuk pembangunan daerah. Pembiayaan 

paling penting daerah bersumber dari Pendapatan Asli daerah (PAD). 

Pendapatan asli daerah merupakan penerimaan yang diperoleh daerah yang 

bersumber dari wilayah sendiri yang diipungut berdasarkan peraturan daerah 
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sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Industri sering 

kali menjadi sektor ekonomi yang menghasilkan pendapatan yang signifikan 

bagi pemerintah daerah. Pajak yang dikenakan pada industri dapat menjadi 

salah satu sumber pendapatan utama bagi pemerintah untuk membiayai 

berbagai program dan proyek pembangunan daerah. 

Industri yang berkembang berpotensi menciptakan lapangan kerja, 

meningkatkan pendapatan masyarakat, dan meningkatkan kesejahteraan 

secara keseluruhan. Dengan memfokuskan perhatian pada industri dalam 

pengenaan pajak, pemerintah daerah dapat memperoleh sumber daya yang 

diperlukan untuk meningkatkan kualitas hidup masyarakat melalui 

pengembangan infrastruktur, layanan publik, dan program sosial lainnya. 

Salah satu penerimaan negara berasal dari Pajak air permukaan (PAP) yang 

menjadi sumber penerimaan Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang sangat 

potensial. Pajak air permukaan dipungut atas dasar pengambilan dan/atau 

pemanfaatan air permukaan. Yang dimaksud dengan air permukaan yaitu 

semua air yang terdapat pada permukaan tanah, tidak termasuk air laut, baik 

yang berada dilaut maupun didarat. 

Pajak daerah terbagi atas provinsi dan kabupaten/kota dan berdasarkan 

UU No. 28 tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, pajak 

daerah provinsi terdiri dari : Pajak Kendaraan Bermotor (PKB). Bea Balik 

Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB), Pajak Bahan Bakar Kendaraan 

Bermotor (PBBKB), Pajak Roko dan Pajak Air Permukaan (PAP). Pajak air 

permukaan dikenakan kepada orang pribadi atau badan yang mengambil 

dan/atau memanfaatkan air permukaan pajak air permukaan yang dimaksud 
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memiliki beberapa cakupan dan tergolong berdasarkan peraturan pemerintah 

daerah. 

Pajak air permukaan dan jenis pajak daerah lainnya diatur oleh 

pemerintah daerah melalui Badan Pendapatan Daerah (Bapenda). Bapenda 

dalam menjalankan tugas pengoperasian pajak daerah harus mempunyai 

sistem pengendalian internal yang mampu menjaga aktivitas terlaksana 

dengan benar. Badan Pendapatan Daerah bertugas menyusun dan 

melaksanakan kebijakan daerah terkait pendapatan daerah; merumuskan 

kebijakan teknis, perencanaan, pengoordinasian pendapatan daerah, 

menyelenggarakan urusan pajak dan retribusi daerah dan pelayanan umum di 

bidang pengelolaan pajak dan retribusi daerah. Pemungutan pajak air 

permukaan dilaksanakan pada kantor sistem administrasi manunggal satu atap 

(SAMSAT) oleh UPT Pengelolaan Pendapatan Daerah langsung, yang 

pemungutannya dilakukan sesuai prosedur yang telah ditetapkan. 

Kota Sawahlunto merupakan kota yang terletak di Provinsi Sumatera 

Barat dan menjadi salah satu daerah yang menghasilkan pendapatan daerah 

bagi Sumatera Barat. Besarnya Pendapatan Asli Daerah tersebut salah 

satunya dari Pajak Air Permukaan. Adapun Realisasi penerimaan Pajak Air 

Permukaan UPTD Pengelolaan Pendapatan Daerah Di Sawahlunto dari tahun 

2018-2022. 
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Tabel 1.1 

Realisasi Penerimaan Pajak Air Permukaan Kota Sawahlunto 

Tahun 2018 - 2022 

No Tahun Realisasi 

1 2018 Rp. 17.709.750 

2 2019 Rp. 21.248.700 

3 2020 Rp. 20.479.850 

4 2021 Rp. 21.705.150 

5 2022 Rp. 21.755.500 

Sumber : UPTD Pengelolaan Pendapatan Daerah di Sawahlunto 2023 

Pada Tabel 1.1 dapat dilihat bahwa realisasi pajak air permukaan pada 

tahun 2018 mengalami penurunan, pada tahun 2019 mengalami peningkatan 

sebesar Rp.3.538.850, sedangkan pada tahun 2022 menjadi angka tertinggi 

realisasi pajak air permukaan di UPTD Pengelolaan Pendapatan Daerah. 

Tabel 1.2  

Wajib Pajak Air Permukaan yang Terdaftar di UPTD Pengelolaan 

Pendapatan Daerah Di Sawahlunto 

NO NAMA PERUSAHAAN JENIS USAHA 

1 PDAM SAWAHLUNTO PDAM 

2 PT. PLTU OMBILIN PLTU 

3 WAHANA WISATA SAWAHLUNTO PARIWISATA 

4 
PT. BUKIT ASAM 

PERTAMBANGAN OMBILIN 
PERTAMBANGAN 

5 FA. TALTEX TEKSTIL 

Sumber : UPTD Pengelolaan Pendapatan Daerah di Sawahlunto 2023 

Pada tabel 1.2 dapat dilihat bahwa UPTD Pengelolaan Pendapatan 

Daerah Di Sawahlunto memiliki 5 wajib pajak air permukaan yang mana 

memiliki jenis usaha yang berbeda-beda dan setiap bulannya melaporkan 
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penggunaan air permukaan ke kantor UPTD Pengelolaan Pendapatan Daerah 

Di Sawahlunto. 

Pengambilan atau pemanfaatan air permukaan memiliki syarat dalam 

pengenaan pajaknya jika pengambilan atau pemanfaatan air permukaan 

tersebut dengan tujuan bisnis, jika pengambilan atau pemanfaatan air 

permukaan tersebut bertujuan untuk keperluan rumah tangga maka tidak 

dikenakan Pajak Air Permukaan.  

Uraian di atas menjadi dasar penulis dalam melaksanakan penelitian 

tentang Pajak Air Permukaan yang berjudul “MEKANISME PENERAPAN 

PERHITUNGAN PAJAK AIR PERMUKAAN BAGI KALANGAN 

INDUSTRI DIKOTA SAWAHLUNTO” 

1.2 Rumusan Masalah  

Berdasarkan hal-hal yang telah diuraikan pada latar belakang, maka rumusan 

masalah pada penelitian ini adalah : “Bagaimana mekanisme perhitungan 

pajak air permukaan bagi kalangan industri dikota Sawahlunto?” 

1.3 Tujuan Penelitian 

Berdasarkan rumusan masalah yang telah dikemukakan, maka tujuan 

penulisan yang ingin dicapai dalam penulisan ini secara terperinci adalah : 

1. Untuk mengetahui mekanisme penerapan perhitungan pajak air 

permukaan bagi kalangan industri dikota Sawahlunto 

1.4  Manfaat Penelitian 

1. Dapat memberikan informasi kepada pihak-pihak yang membutuhkan 

dan sebagai bahan masukan pertimbangan panduan untuk mengetahui 
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usaha peningkatan pendapatan pada sektor pajak air permukaan di kantor 

unit pelaksana daerah pengelolaan pendapatan daerah di Sawahlunto. 

2. Dapat menambah pengetahuan penting tentang pajak air permukaan yang 

harus dibayarkan setiap bulannya. 

3. Dapat memberikan sumbangan ilmu pengetahuan tentang usaha 

peningkatan pendapatan pada sektor pajak air permukaan. 

1.5  Metode Penelitian 

1. Lokasi Penelitian 

Penelitian ini dilaksanakan di Kantor UPTD Pengelolaan Pendapatan 

Daerah di Sawahlunto yang beralamat di Jl. Soekarno Hatta Kelurahan 

Durian, Kecamatan Beringin, Kota Sawahlunto, Sumatera Barat. 

2. Waktu Penelitian 

Waktu penelitian dilakukan pada bulan Maret 2023. 

3. Jenis Data 

Adapun jenis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah : 

a. Data Primer 

Data primer merupakan data yang diperoleh secara langsung melalui 

wawancara. 

b. Data Sekunder 

Data Sekunder merupakan data yang diperoleh secara tidak langsung dari 

referensi buku, penelitian terdahulu, peratura-peraturan, dokumen-

dokumen dan lain-lain yang diperoleh dari perpustakaan dan internet. 

 

 



7 

 

 
 

4. Metode Pengumpulan Data 

a. Wawancara  

Wawancara adalah percakapan yang dilakukan oleh penulis dengan 

narasumber terpercaya untuk mendapatkan informasi yang akurat. 

Pengambilan data melalui wawancara dilakukan berkaitan dengan 

penelitian yang sedang dilakukan penulis. 

b. Observasi  

Penulis langsung melakukan pengamatan ke Kantor UPTD Pengelolaan 

Pendapatan Daerah di Sawahlunto untuk mengamati lebih dekat mengenai 

masalah yang diteliti. 

c. Studi Pustaka 

Studi Pustaka merupakan metode yang menempatkan penilaian atas 

kesimpulan atau pendapat para ahli untuk merumuskan pendapat baru oleh 

penulis. Buku yang menjadi referensi merupakan buku yang berkaitan 

dengan Pajak Air Permukaan. 

1.6  Sistematika Penulisan 

Dalam penulisan tugas akhir ini terdiri dari 4 bab, dengan uraian sebagai berikut: 

BAB I     :  PENDAHULUAN 

Bab ini berisi Latar Belakang Masalah, Rumusan Masalah, 

Tujuan Penelitian, Manfaat Penelitian, Metode Penelitian, Teknik 

Pengumpulan Data, Analisis Data dan Sistematika Penulisan.    
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BAB II    :   GAMBARAN UMUM 

Bab ini menjelaskan deskripsi atau gambaran umum Kantor 

UPTD Pengelolaan Pendapatan Daerah di Sawahlunto, Sejarah 

Singkat, Struktur Organisasi Instansi, Uraian Tugas, Visi dan 

Misi yang ada di Kantor UPT Pengelolaan Pendapatan Daerah 

Sawahlunto 

BAB III   :   TINJAUAN TEORI DAN PRAKTEK 

Bab ini berisikan tentang uraian teori yang mendukung 

penulisan penelitian ini, disini akan dibahas mengenai telaah 

Pustaka yang berkaitan dengan penelitian. 

BAB IV   :   PENUTUP 

Bab ini berisikan kesimpulan dan saran dari hasil penelitian 

yang dilakukan penulis. 

DAFTAR PUSTAKA 

LAMPIRAN 
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BAB II 

GAMBARAN UMUM 

2.1 Sejarah singkat Kantor UPTD Pengelolaan Pendapatan Daerah 

Sawahlunto 

Berdasarkan ketentuan dari Pasal 11 ayat (3) Peraturan Menteri Dalam 

Negeri Nomor 12 Tahun 2017 tentang pedoman Pembentukan dan Klasifikasi 

Cabang Dinas dan Unit Pelaksana Teknis Daerah, Peraturan UPTD Provinsi 

ditetapkan dengan Peraturan Gubernur Setelah dikonsultasikan secara tertulis 

kepada Mnteri, Maka dikeluarkanlah Peraturan Gubernur Provinsi Sumatera 

Barat nomor 88 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata kerja Unit 

Pelaksana Teknis Daerah Badan Pendapatan Daerah Badan Pendapatan 

Daerah Provinsi Sumatera Barat yang tersebar diberbagai kabupaten atau kota 

di Sumatera Barat, salah satunya UPTD Pengelolaan Pendapatan Daerah Di 

Sawahlunto. 

UPTD Pengelolaan Pendapatan Daerah Sawahlunto merupakan salah satu 

kantor yang memberikan pelayanan pajak dan keuangan daerah bagi 

masyarakat di Sawahlunto.Pembayaran pajak di Kota Sawahlunto pada 

awalnya dilakukan di UPTD Sijunjung dan memilik jarak tempuh yang cukup 

jauh dengan Sawahlunto, sehingga menyulitkan masyarakat Sawahlunto 

dalam pembayaran pajak tersebut. Maka pada tanggal 1 Januari pada tahun 

2005 didirikan kantor dengan nama kantor UPPKB. UPPKB merupakan 

bagian/atau cabang dari kantor UPTD Sijunjung. 

Setelah Sawahlunto dan Sijunjung berdiri masing-masing  dan tidak lagi 

menjadi satu daerah, maka pada tanggal 1 Januari tahun 2007, UPPKB 
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berubah nama menjadi UPTD P3 (Unit Pelaksana Teknis Daerah Pelayanan 

Pendapatan Provinsi) dan sejak saat UPTD P3 tidak lagi menjadi bagian atau 

cabang dari UPTD Sijunjung. 

Pada tahun 2015, UPTD P3 berubah nama menjadi UPT (Unit Pelaksana 

Teknis) dan pada tahun 2018 kantor UPT berubah nama lagi menjadi kantor 

UPTD PPD (Unit Pelaksana Teknis Daerah Pengelolaan Pendapatan Daerah) 

di Sawahlunto hingga sekarang. 

Didalam UPTD Pengelolaan Pendapatan Daerah terdapat beberapa 

instansi yaitu BAPENDA (Badan Pendapatan Daerah), Kepolisian dan PT. 

Jasa Raharja. Bapenda Berfungsi Sebagian pagian penetapan dan administrasi 

khusus, pada bagian ini BAPENDA bekerja sama dengan bank konvensional 

daerah yaitu Bank Nagari sebagai tempat pembayaran pajak tersebut yang 

sebelumnya dilakukan pegawai BAPENDA, Lalu Kepolisian berfungsi untuk 

memverifikasi dan bagian registrasi untuk pajak kendaraan bermotor, 

sedangkan PT Jasa Raharja berfungsi dalam klain ansuransi dan memungut 

SWDKLLJ. 

2.2 Struktur Organisasi Instansi 

Berdasarkan Peraturan Gubernur Sumatera Barat nomor 88 tahun 2020 

pasal 4 menyebutkan tentang susunan organisasi UPTD Pengelolaan 

Pendapatan Daerah yang terdiri dari : 

a. Kepala UPTD 

b. Sub Bagian Tata Usaha 

c. Seksi Penetapan Penerimaan 

d. Seksi penagihan Penerimaan; dan 
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e. Kelompok Jabatan Fungsional 

Pada pasal 6 juga menyebutkan uraian tugas dan fungsi dari UPTD 

Pengelolaan Pendapatan Daerah yaitu UPTD Pengelolaan Pendapatan 

Daerah mempunyai tugas pokok melaksanakan pemungutan pendapatan 

daerah sesuai dengan bidang teknisnya. Dan untuk melaksanakan tugas 

tersebut UPTD Pengelolaan Pendapatan Daerah mempunyai fungsi : 

a. Melakukan pendaftaran dan penetapan, penagihan, dan pelaporan 

pendapatan daerah 

b. Melakukan penatausahaan pemungutan pendapatan daerah  

c. Memberikan pelayanan kepada masyarakat 

d. Melakukan koordinasi di lapangan dalam rangka peningkatan pendapatan 

daerah; dan 

e. Melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh pimpinan. 
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Gambar 2.1 

Struktur Organisasi UPTD Pengelolaan Pendapatan Daerah Di Sawahlunto 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sumber : UPTD Pengelolaan Pendapatan Daerah di Sawahlunto 2023 

 

2.3 Uraian Tugas Kantor UPTD Pengelolaan Pendapatan Daerah 

Sawahlunto 

UPTD Pengelolaan Pendapatan Daerah di Sawahlunto  merupakan 

unsur pelaksana teknis operasional badan pendapatan Daerah Provinsi 

Sumatera Barat dilapangan sesuai dengan bidang teknisnya dan dipimpin 

oleh seorang Kepala UPTD yang berada di bawah dan bertanggung jawab 

kepada kepala badan. 

Dari Struktur organisasi UPTD Pengelolaan Pendapatan Daerah Di 

Sawahlunto  dan pada Peraturan Gubernur Nomor 88 tahun 2020 tentang 

KEPALA UPTD PELAYANAN PENDAPATAN 

PROVINSI DI SAWAHLUNTO 

DENI HIDAYAT S. E. M. M 

KEPALA SUB BAGIAN 

TATA USAHA 

MUSYAFRI, S. KOM 

KEPALA SEKSI 

PENETAPAN/KOREKTOR 

PAJAK 

ASWIN, S. SOS 

KEPALA SEKSI PENAGIHAN 

ROBERT NASUTION, S. KOM 
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Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Daerah 

Badan Pendapatan Daerah Provinsi Sumatera Barat, sebagai berikut : 

1. Kepala UPTD 

Pada pasal 7 disebutkan tugas dari Kepala UPTD yaitu : 

“Memimpin pelaksanaan tugas dan fungsi sebagaimana dimaksud dalam 

pasal 6” 

Didalam pasal 6 menyebutkan uraian tugas pokok dan fungsi dari 

UPTD Pengelolaan Pendapatan Daerah yaitu melaksanakan pemungutan 

pendapatan daerah sesuai dengan bidang teknisnya. 

2. Sub Bagian Tata Usaha 

Tugas dari Sub Bagian Tata Usaha pada pasal 8,yaitu : 

1) Sub Bagian Tata Usaha mempunyai tugas memberikan pelayanan 

teknis administrasi umum dan kepegawaian, pelaporan, pengelolaan 

asset dan tugas-tugas yang diberikan oleh kepala UPTD 

2) Uraian tugas Sub Bagian Tata Usaha, meliputi : 

a. Melaksanakan pengelolaan surat menyurat, urusan rumah tangga, 

kehumasan dan kearsipan 

b. Melaksanakan pengelolaan administrasi kepegawaian  

c. Melaksanakan pengelolaan administrasi keuangan  

d. Melaksanakan pengelolaan perlengkapan dan peralatan kantor; dan 

e. Melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh pimpinan. 

3. Seksi Penetapan Penerimaan 

Pasal 9 menyebutkan tugas dari Seksi Penetapan Penerimaan, yaitu : 
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1) Seksi penetapan penerimaan mempunyai tugas melakukan pendaftaran 

dan penetapan pajak, pelayanan kepada masyarakat 

2) Uraian tugas Seksi Penetapan Penerimaan, meliputi : 

a. Menoreksi Surat Ketetapan Pajak Daerah dan Sumbangan Wajib 

Dana Kecelakaan Lalu Lintas Jalan (SWDKLLJ) dan Surat 

Ketetapan Pajak Daerah Sementara (SKPDS) yang ditetapkan 

secara sistem 

b. Menetapkan pajak daerah 

c. Menatausahakan urusan pendataan, pendaftaran objek pajak dan 

Surat Ketetapan Pajak Daerah (SKPD) 

d. Menerbitkan Surat Keterangan Fiskal Antar Daerah 

e. Menerima dan memproses surat keberatan pajak 

f. Menerima dan memproses permohonan restitusi pajak 

g. Melaksanakan pendataan dan pendaftaran objek pajak daerah 

h. Melayani, menerima, dan meneliti SPT yang diserahkan oleh 

Wajib Pajak; dan 

i. Melaksankan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh pimpinan  

4. Seksi Penagihan Penerimaan 

Pada pasal 10 disebutkan tugas Seksi Penagihan dan Penerimaan, yaitu : 

1) Seksi Penagihan Peneriman mempunyai tugas melakukan penagihan 

pajak, pelayanan Kepada Masyarakat. 

2) Uraian tugas Seksi Penagihan Penerimaan, meliputi : 

a. Melaksanakan penagihan terhadap Wajib Pajak yang tidak 

membayar pajak 
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b. Menerbitkan surat teguran 

c. Menagih Kembali pajak yang kurang bayar 

d. Melaksanakan razia pajak 

e. Memblokir kendaraan yang terjaring razia  

f. Melaksanakan proses administrasi pelepasan blokir kendaraan 

g. Menatausahakan tugas seksi penagihan serta membukukan realisasi 

tunggakan; dan  

h. Melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh pimpinan.  

2.4 Visi dan Misi Kantor UPT Pengelolaan Pendapatan Daerah Sawahlunto 

a. Visi UPTD Pengelolaan Pendapatan Daerah di Sawahlunto 

” Terwujudnya pelayanan prima demi kepuasan masyarakat” 

b. Misi UPTD Pengelolaan Pendapatan Daerah di Sawahlunto 

1. Menyediakan pelayanan masyarakat wajib pajak dalam 

melaksanakan kewajibannya untuk membayar pajak SKPD (Surat 

Ketetapan Pajak Daerah), SWDKLLJ (Sumbangan Wajib Dana 

Kecelakaan Lalu Lintas Jalan) dan STNK (Surat Tanda Nomor 

Kendaraan) secara tepat, benar dan berpedoman kepada ketentuan 

yang berlaku. 

2. Menyelenggarakan tertib administrasi dokumen pembayaran pajak 

yang akurat sebagaimana otentiknya secara baik dan benar, dalam 

rangka menjamin kepemilikan da identifikasi data kendaraan. 

3. Menyajikan data sebagai bahan informasi tentang identifikasi 

kepemilikan kendaraan bermotor yang diperlukan untuk 

pengambilan keputusan. 
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4. Melakukan upaya peningkatan untuk pelayanan melalui perbaikan 

sarana dan prasarana sistem komputerisasi serta pembangunan 

Sumber Daya Manusia 
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BAB IV 

PENUTUP 

4.1 Kesimpulan 

Berdasarkan hasil Penelitian dan Wawancara mengenai mekanisme 

perhitungan pajak air permukaan di UPTD Pengelolaan Pendapatan Daerah di 

Sawahlunto, maka diperoleh kesimpulan sebagai berikut, Perhitungan Pajak 

Air Permukaan didapat dari hasil mengali tarif pajak, Nilai Perolehan Air 

Permukaan dan kubikasi. Tarif pajak sudah memiliki ketentuan ketentuan 

tetap sebesar 10%, sedangkan NPAP didapat dengan mengali Harga Dasar 

Air Permukaan, Faktor Ekonomi Wilayah, Faktor Nilai Air Permukaan dan 

Faktor kelompok Pengguna Air Permukaan. Untuk Kubikasi didapat dari 

volume air yang digunakan atau dimanfaatkan industri atau perusahaan 

dengan satuan meter kubik (m
3
). Pengambilan atau pemanfaatan air 

permukaan memiliki syarat dalam pengenaan pajaknya, jika pengambilan 

atau pemanfaatan air permukaan tersebut dengan tujuan bisnis, jika 

pengambilan atau pemanfaatan air permukaan tesebut bertujuan untuk 

keperluan rumah tangga, maka tidak dikenakan Pajak Air Permukaan. 

Strategi yang digunakan UPTD Pengelolaan Pendapatan Daerah di 

Sawahlunto dalam pemungutan Pajak Air Permukaan cukup efektif karena 

memiliki alur dan tata cara pendaftaran yang cukup jelas untuk wajib pajak. 

4.2 Saran  

1 Pendapatan dari Pajak Air Permukaan pada UPTD Pengelolaan 

Pendapatan Daerah di Sawahlunto kurang berpengaruh terhadap 

Pendapatan Asli Daerah (PAD), oleh karena itu disarankan agar
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melakukan meninjau ke lapangan untuk meningkatkan sumber penerimaan 

yang tergolong kepada Pajak Air Permukaan  

2 UPTD Pengelolaan Pendapatan Daerah di Sawalunto disarankan untuk 

menyediakan meja penerima tamu agar wajib pajak bisa bertanya agar 

tidak bingung pada saat akan melaporkan dan membayar pajak. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



53 
 

 
 

DAFTAR PUSTAKA 

 

Ali, Abdullah Yusuf. The Holy Quran: Text, Translation and Commentary 

(Abdullah Yusuf Ali) Amana Corporation, 1989. 

Mardiasmo. 2019.Perpajakan Edisi Terbaru 2019. Yogyakarta : CV Andi Offset 

Peraturan Daerah Nomor 4 tahun 2011 tentang Pajak Daerah  

Peraturan  Gubernur Sumatera barat Nomor 25 Tahun 2012 tentang Petunjuk 

Pelaksanaan Pemungutan Pajak Air Permukaan 

Peraturan Gubernur No.12 tahun 2018 tentang Nilai Perolehan Air Permukaan  

Siahaan, Marihot Pahala. 2010. Pajak Daerah dan Retribusi Daerah Edisi Revisi 

 Jakarta : Rajawali Pers. 

Turmudi Muhammad. (2015) Pajak Dalam Perspektif Hukum Islam, Jurnal Al-

„Adl 

Undang-undang nomor 28 tahun 2009 tentang pajak daerah dan retribusi daerah. 

Undang-undang nomor 1 tahun 2022 tentang hubungan keuangan antara 

pemerintah pusat dan pemerintah daerah, Pajak Air Permukaan  

 

 

 

 

 



54 
 

 
 

LAMPIRAN 

 

Lampiran daftar pertanyaan tentang “Mekanisme Penerapan Perhitungan Pajak 

Air Permukaan Bagi Kalangan Industri Di Kota Sawahlunto” 

1. Bagaimana strategi yang digunakan UPTD Pengelolaan Pendapatan 

Daerah di Sawahlunto dalam pemungutan Pajak Air Permukaan? 

2. Bagaimana mekanisme penerapan perhitungan Pajak Air Permukaan bagi 

kalangan industri di kota Sawahlunto? 

3. Bagaimana alur pembayaran Pajak Air Permukaan di UPTD Pengelolaan 

Pendapatan Daerah di Sawahlunto? 
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